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Perkembangan pemikiran hukum !$/am di, Indonesia padapra dan pasca 
kemerdekaan · telah mengalami dinamika yang patut mendapatkan perhatian dati 
kalangan akademisi. Perkembangan dalam pemikiran hukumlslam tersebut tidak 
lepas aari duaJaktor pertama, perkembangan pemikiran di dunia Islam akibat . 
muncultrya iiu-isu internasional, seperti HAM, kesetaraan.gender, pluralisme; .·.d~n' 
demokrasi. Kedua, persinggungan para intelektual Islam Indonesia· dengan ·· 
intelektual Islam di berbagai belahan dunia. ]aringan intelektual iersebut terbuk!i 
semenjak lama menjadi titik hubung antara perkembangan Islam di Nusantara 
dengan perkembangan Islam di dunia Islam lainnya. · 
. 1 
Abstract 
The development of the thought of Islamic law in Indonesia durlng both p~e~ · 
and post-independence has been experiencing th~ dynamics ,that is proper to ·have 
attention from academicians. The development ofthe thought.ofislamic law couldnot 
·be separated from two factors. Firstfy, the development of the thought OJ Islamic law in 
the Islamic. world is the result of the emergence of international issues such as human 
TightS, the equality of gender, pluralism, and cfemocrary. S econdfy, the contact between 
Indolmian Muslim intellectuals and other Muslim ones all over the· wr/rld. Such 
intellectual net1vorks have been proven since long time ago to berome a ;on~ertingp~int 
between the development of Islam in the An·hipelago and that 'OJ other'm,uslim worl~s. 
Kata Kunci: hukum Islam, hukum Islam tradisional, pembah~maiz hukum 
Islam, hukum Islam kontemporer 
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Pendahuluan· . 
. , ,, Perkembangan huk~m Islam· di. Indonesia tid~k terlepas · dari 
perkembangan pemikiran hukum di duriia .Islam. Pemikiran Isla;n dan 
hukum Islam di Nusantara hampir selalu bisa dicarikan akarnya dari tren 
umum pemikiran hukum Islam, . khususnya di Timur Tengah. Dalam 
konteks tersebut, posisi hukum Islam dan' pemikiran Islam di Indonesia 
masih menempati posisi periperal dalam peta pemikiran Islam dunia. 
Orisinalitas selalu menjadi pertanyaan penting dalam mengkaji pemikiran 
hukum Islam di Indonesia. · 
Persoalannya adalah bahwa sentra-sentra pengembangan 
pemikiran Islam masih didominasi oleh sentra~sentra pemikiran hukum 
y~ng telah ada semenjak abad ke-2. Dalam tradisi fiqh klasik dik~nal 
istilah amshar Gamak dari mishr). Amshar adalah kota-kota garnisun. Islam 
yang k~mudian menjadi pusat kebudayaan. Islam pada masa':.masa 
perkembangan ·hukui:n Islam. Amshar-amshar tersebut antara lain, Iraq, 
Hi}az, Syam, Mesir, dan Qairuwan di Afrika Utara. Meskipun saat ini ada 
lebih banyak sentra pemikiran hukum, di anta~anya India dan Pakistan, 
'tetapi sebagian sentra yang berwibawa adalah sentra-sentra lama, seperti 
Makkah dan Madinah, Mesir, Maroko' dan Al]azaii:, dan Dama~kus. 
Karena itulah, berbagai penelitian . terhadap karya-karya klasik 
hukum Islam di Nusantara hampir 'se!ahi berkesimpulan' bahwa tidak ada 
hal yang baru a tau orisinal dalam beberapa karya ulama Indonesia. 
Penelitian Muslich Shabir terhadap bab Zakat dalam kitab Sabil al-· 
Muhtadin karya Arsyad al-Banjari inenunjukkan bahwa isi kitab tersebut 
hanyalah penjelasan dari kitab ai-Shirat.ai:Mustaqim karya Nur al-Din al-
Raniri. lsi kitab tersebut lebih lanjut nienunjukkan kesamaan dengan 
kitab-kitab madzhab Syafi'i lain .yang telah populer "di Nusantara. Oleh 
karena itu, Muslich Shabir berkesimpulan bahwa tidak ada hal baru 
dilam bab zakat dalam kitab Sabilai-Muhtaclin~ 1 
Hal yang sama terjadi dengan penelitian terhadap beberapa kitab 
a tau tokc;>h · lain, seperti pen:~litian· terhadap . karya~karya Muhammad 
Nawawi al~Bantani, 2 dan Majmu' ai-Syariat ai-Kafryat li ai-Awam Karya Kiai 
Saleh Darat.; Suatu. Kajian terhadap · Kitab Fiqh Berbahasa ]awa Akhir A bad· 
X/X.3 Hukum islam di Indonesia, khususnya pra kemerdekaan, sangat 
diwarnai oleh fiqh Syafi'iyyah dan bervisi · madzab-sentris. Penelitian 
terhadap isi kitab Majmu' karya Saleh Darat, kitab Sabilai-Ra{Yad karya 
A.rsyad al-Banjari, dan Pemikiran Fiqh Syaikh Muhammad Na~~wi'ai-Brintani 
di atas menunjukkan kesulitan untuk mencari hal baru yang ditawarkan 
oleh kitab-kitab terse but. Muatim kitab-kitab tersebut selalu dapat dilacak 
pada kitab-kitab populer di kalangan madzhab Syafti, seperti Tuhjah karya 
Ibnu Hajar, Majmu' {Yarah ai-Minhaj karya al-Nawawi, dan ulama-ulama 
Syafliyyah lainnya. 
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Akan tetapi, pembacaan secara luas terhadap karya-karya fiqh di 
Indonesia, khususnya mulai peralihan ke abad XX menunjukkan bahwa 
tren perkembangan hukum Islam di Indonesia menjadi lebih kompleks. 
Munculnya gerakan pembaharuan Islam dan pengaruh kampanye 
berijtihad Wahabi memunculkan tradisi fiqh yang tidak lagi bermadzhab-
sentris. Slogan kembali ke al-Quran dan Sunnah dan pembacaan 
langsung terhadap dua sumber tersebut memberikan nuansa baru dalam 
fiqh Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Selain pengaruh Wahabi, 
pembaharuan Islam tersebut dipengaruhi pula oleh gerakan modem 
Islam di Mesir yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rasyid 
Ridha. 
Pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak lagi bersifat 
monolitik, melainkan sudah mengalami diferensiasi yang jelas. Muncul-
nya gerakan pembaharuan Islam berdampak pada lahirnya tren ber:fiqh 
yang tidak lagi terikat dengan salah satu madzhab hukum Islam, yang 
dalam rentang waktu panjang menjadi bagian dari tradisi ortodoksi 
lslam.4 Dinamika pemikiran hukum yang mewakili tren baru tersebut 
direpresentasikan oleh beberapa ormas keagamaan yang bercorak 
pembaharuan, seperti Muhammadiyah dan Persis. 
Keberadaan tren pemikiran hukum versi Pembaharu tidak 
dengan serta-merta menghilangkan tradisi fiqh Islam di Indonesia yang 
telah ada sebelumnya. Munculnya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 
menjadi titik tolak konsolidasi pemikiran keagamaan dan pemikiran 
hukum tradisional. Tradisi bermadzhab menjadi bagian penting id~ntitas 
dan pola pemikiran hukum dalam organisasi tersebut. Dua pola 
pemikiran hukum di Indonesia tersebut dalam setengah abad menjadi 
dua varian utama pemikiran keagamaan dan pemikiian hukum Islam di 
Indonesia. Kedua tren tersebut menjadi dua ikon gerakan Islam di 
Indonesia pada awal abad ke-20 sampai sekitar tahun 1970-an. 
Pada sekitar tahun 1970-an, pemikiran Islam di Nusantara 
diperkaya dengan dua fenomena baru. Pertama adalah munculnya 
gerakan revivalisme Islam dan kedua berkembangnya pemikiran fiqh 
alternatif. Fenomena pertama baru akan terlihat dampaknya dalam 
pemikiran hukum pada peralihan tahun 1990 ke tahun 2000. Sementara 
itu, fiqh alternatif sebenarnya sebagai upaya kreatif untuk membumikan 
hukum Islam di dan sesuai dengan konteks Indonesia. Mahsun Fuad 
rnenyebutkan pembacaan fiqh alternatif tersebut sebagai respon 
~mansipatoris terhadap modernitas. Hasbi Ash-Shiddiqi, 'Hazairin, 
· Munawir Syadzali, Masdar Farid Mas'udi, Ali Yafie, dan Sahal Mahfudz 
menjadi representasi pembacaan fiqh Indonesia dalam menghadapi 
modernitas terse but. 5 
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Tulisan. ini adalah · sebuah upaya memetakan kembali pemikiran 
~slamdi Indonesia sesuai dengan riga tre~ utama pemikiran hukum, yaitu' 
tradisionalis, pembaharuan, dan alternatif. • Pemetaan·. ini dilakukan~ 
dengan menggali karakteristik, metodologi, dan eksistensinya di' kalangan 
masyarakat Islam di Indonesia. 
Pemikiran Hukum Tradisionalis 
· Istilah tradisionalis dalam penggunaannya merujuk kepada 
·. beberapa penger#an. Pertama adalah kelompok ahli hadits, yang diwakili 
oleh Ahmad bin Hanbal vis a vis ahli fiqh dan ahli rayu. Istilah 
tradisionalis semacam ini dipergunakan oleh George Makdisi.6 Kedua, 
tradisionalis · adalah orang yang mengikuti tradisi vis a vis orang yang lebih 
mengikuti moderitas. Jadi,' tradisi dalam pengertian ini lebih merupak!ln 
istilah sosial-budaya untuk menunjuk orang atau kelompok mengikuti 
· tradisi dan enggan kepada modernitas .. Ketiga, istilah tradisi yang 
dipergunakan oleh Fazlur Rahman: Ia mempergunakan .pengertian 
tradisionalisme berangkat dari pengertian kedua di atas, tetapi 
memodifikasinya dan mempergunakannyadalam konteks yang berbeda, 
yaitu konteks pemikiran Islam. Tradisionalisme adalah pemikiran yang 
melanjutkan tradisi intelektual Islam yang telah berkembang semenjak 
abad pertengahan Islam.7 · '· 
Istilah ·tradisionalis atau tradisionalisme ' di sini mengikuti 
penggunaan istilah yang dilakukan oleh Fazlur Rahman di atas. 
Pemikiran hukum tradisionalis adalah pemikiran fiqh yang mengikuti 
tradisi pemikiran hukum yang telah mapan semenjak abad ke~s. 
Pemikiran hukum terse but umumnya · didasarkan atas pengakuan 
inadzhab-madzhab hukum yang telah ~apan di blangan umat Islam 
(Sunni), yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Himhali. 
Pemikiran hukum Islam tradisionalis berpijak kepada visi hukum 
madzhab-sentris. Madzhab menjadi ukuran bagi .penerimaan otoritas 
pemikiran fiqh dan penerimaan atas ·sebuah skema huku~. Visi madzhab 
· semacam itu merupakan warisan dari perttimbuhan madzhab~madzhab 
hukum Islam , yang terjadi · pada ·a bad ke-2 dan mendapatkan kekuatan 
penuh mulai abad ke-5 Hijriyah. Pada abad ke~4 Hijriyyah telah terjadi 
upaya-upaya untuk · menyimpang dari · aturari umum madzhab,· seperti 
yang dilakukan oleh Ibnu Surayj (w. 306/918 M), Thabari (w. 310/922 
1-1); Ibnu Khuzaimah (w. 311/923 M). Akan tetapi mereka tidak mampu 
berkembang dan akhiinya kehilarigan pengikut. Berbeda halny:l;dengan. 
Abu Yusuf, Ahmad bin Hasan, Muzanni8, ·dan lain-lain yang tetap 
. menisbatkan diri kepada ·.para pendiri madzhab dalam · karya.:.karya 
mereka. Mereka tetap eksis · meskipun dalam bayang-bayang · pendiri 
madzhab. · 
ALQALAM 4 Vol. 26 No. 1 Qanuari-April2009) 
Kegagalan para penyimpang madzhab tersebut menjaeli contoh 
bagaimana madzhab hukum memperoleh legitimasi sebagai bentuk 
ortodoksi eli bidang hukum. Para ahli hukum terkemuelian hampir selalu 
menisbatkan diri kepada madzhab dan enggan mengaku diri sebagai 
mujtahid independen karena konsekuensi sosial yang harus eliterimanya. 
Jalal al-Din al-Suyuthi adalah contoh eli mana usaha untuk mensejajarkan 
eliri kepada para pendiri madzhab tidak populer dan mendapatkan 
resistensi dari ulama sezamannya.9 
Konstruk berpikir ala madzhab itulah yang menjaeli ciri khas 
pemikiran hukum traelisionalis, termasuk eli Indonesia. Landasan yang 
eligunakan dalam konstruk berpikir madzhab adalah bahwa ada 
penjenjangan dalam pemahaman hukum Islam. Sayyid Usman bin 
Abdullah bin Aqil al-Batawi, seorang ulama Batavia akhir abad XIX 
menunjukkan dengan jelas bagaimana konstruk berpikir madzhab eli 
Indonesia, khususnya eli kalangan penganut Syafi'iyyah. 
Sayyid Usman menyatakan bahwa sebagaimana haelits menjelas-
kan keumuman Al-Qur'an, pendapat para imam madzhab (mu.Jtahid 
mustaqill/ independen) pun menjelaskan keumuman dalam haelits. Secara 
berurutan, pendapat imam madzhab elijelaskan oleh para mujtahid al-
madzhab, yaitu mujtahid yang memiliki keluasan ilmu untuk menjabarkan 
pendapat imam seperti al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Syirazi. Di bawah 
mujtahid al-madzhab ada lagi mlf}lahid aljurya, yang memiliki kapasitas 
menjelaskan pendapat mujtahid al-madzhab seperti al-Nawawi dan al-Rafi'i. 
Pendapat mu;tahid aljurya kemuelian elijelaskan lebih lanjut oleh ulama ahl 
al-tmjih, seperti Ibnu Hajar (al-Haitsami) dan al-Romly. 10 
Stratifikasi ulama mdazhab tersebut eligunakan untuk melakukan 
apresiasi karya-karya intern madzhab. Para ulama pasca al-Nawawi 
menggunakan skema prioritas dalam menggunakan rujukan-rujukan 
dalam kitab-kitab Syafi'iyyah. Sayyid Usman menggambarkan bagaimana 
skema umum yang elipergunakan dalam oleh kalangan Syafi'iyyah dalam 
mempergunakan pendapat-pendapat internal madzhab mereka, sebagai 
berikut: 
1. Pendapat (qau~ yang elisepakati oleh al-Nawawi dan al-Rofi'i. 
2. Kalau keduanya berbeda pendapat maka qaul al-Nawawi yang 
elipergunakan. 
3. Jika hanya salah satu yang berpendapat, maka pendapat salah 
satu yang elipergunakan. 
4. Apabila keduanya tidak berpendapat, maka eligunakanlah qaul 
ahl al-tatjih, khususnya kitab Tuhfah karya Ibnu Hajar al-
Haitsami dan ai-Nihayah karya al-Rornly. 
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·· Konstruk tersebut secara jelas menunjukkan tren di kalangan 
Syafi'iyyah pasca al-Nawawi. Stratifikasi madzhab memang terjadi hampiq 
di semua madzhab, tetapi di kalangari Syafi'i)iyah, secara teoritis konstruk' 
tersebut lebih jelas· dan lebih. ketat. Konstruk tersebut · menjadi arus 
.. utama· dalam pemikiran hukum Islam di Nusantara pra kemerdekaan. 
Hal. itu terjadi karena madzhab Syafi'i · adalah. madzhab yang dianut 6leh 
mayoritas muslim Nusantara. 
Azyumardi Azra ketika meneliti jaringan intelektual ulama 
Nusantara abad ke-17 dan ~e~18 menemukan .bahwa kitab-kitab 
Nusantara memiliki genealogi yang khas Syafi'iyyah. Rujukiui-rujukan 
kitab fiqh Sabil ai-Ra.ryad li ai-Tajaqquh ji A~r·ai-Din karya Arsyad al-
Banjari, misalnya, tidak jauh sebagaimana yang diungkapkan . secara 
teoritis oleh Sayyid Usman. Kitab-kitab rujukan dalani penulisan Sabi/ ai-
Ra.ryad rnenurut Azra an tara lain:11 · • 
1. Syarh Minhqj ai-Thullab karya Zakariya al~Anshari · 
2. Nihqyah ai-Muhtqj ila Syarh ai-Minhqj karya .Syams al-Din al-
Ramly . . . · · 
3. Tuhfah ai-Muhtqj li Syarh ai-Minhqj karya Ibn Hajar al-Haitsami 
4. Mughni ai-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini. 
Hal. yang sama juga ditunjukkan oleh kitab Bughyat ai-Thullab 
karya. ulama Pattani, yaitu Dawud ·· al-Fathani. Kitab tersebut 
menggunakari rujukan-rujukan Syafi'iy}rah & atas dengan beberapa 
tambahan, di antaranya Fath a/-Wahab: karya Zakariya al-Anshari dan 
Minhqj a/-Thalibin karya al.,Nawawi. !2· 
Tradisi itu kemudian mendapatkan momentum dengan lahimya 
organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi NU adalah 
. perwujudan tradisi keagamaan ·yang telah. ada di ·Nus an tara. Berdirinya 
NU tidak lepas dari kesadaran kaum tradisionalis akan tantangan yang 
· muncul akibat timbulnya gerakan.pembaharuan Islam. 13 
. Karakter pemikiran hukum NU telah tampak dengan jelas 
semenjak awal kelahirannya. Pada Muktamar Pertama di Surabaya, 30 
Oktober 1926 ditetapkan ten tang keharusan untuk mengikuti salah satu 
dari empat madzhab fiqh (sunni); Muktamar .juga menetapkan tingkatan · 
prioritas dalam . merujuk · pendapat di . kalangan ulama · Syafi'iyyah, 
sebagaimana dilakukan oleh Sayyid Usman. · Secara l~ngkap, stratifikasi 
prioritas pendapat yang digunaka"n NUadalah sebagai berikut:14 
1. Pendapat yang disepakati oleh al-Nawawi dim al-Rati'i. 
2. Pendapat yang dipilih oleh al-Nawawi saja. 
3. Pendapat yang dipilih oleh al-Rafi'i saja. 
4. Pendapat yang disokong ulama terbanyak. 
5. Pendapat ulama terpandai. 
6. Pendapat ulama yang paling wara'i. 
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Meskipun ada prioritas dalam penngambilan pendapat, pada 
prakteknya prioritas tersebut tidak berlaku secara ketat, bahkan 
cenderung kurang mendapatkan perhatian. Di kalangan NU, khususnya 
di Lajnah Bahtsul Masail15, pengambilan sumber dari selain madzhab 
Syafi'i pun dilakukan. Pengakuan terhadap keberadaan empat madzhab 
membuat pengambilan ketentuan hukum dari madzhab lain dimung-
kinkan apabila dibutuhkan, yang disebut dengan intiqal al-madzhab. 
Ahmad Zahro menemukan fakta bahwa 29,8% rujukan Lajnah Bahtsul 
Mas ail NU semenjak tahun 1926 berasal dari non-Syafi'iyyah. 16 Hal itu 
menunjukkan dua hal. Pertama, sumber-sumber Syafi'iyyah menjadi 
rujukan utama. Kedua, adanya keterbukaan terhadap sumber-sumber non-
Syafi'iyyah. 
Pengkajian Zahro terhadap Lajnah Bahtsul Masail di atas juga 
menegaskan bahwa dalam pemikiran hukum tradisionalis, rujukan 
kepada Al-Qur'an dan H adits secara langsung tanpa preseden dari para 
ulama madzhab sangat sulit ditemukan. Hal itu tidak lepas dari metode 
yang diambil oleh Lajnah, yaitu metode qauli, atau penggunaan pendapat 
ulama Syafi'iyyah sebagai sarana menjawab persoalan. Ketika muncul 
persoalan yang tidak ditemukan pendapat para ulama Syafi'iyyah, 
dipergunakanlah metode ilhaqy, atau ilhaq al-masail bi nadzairihi (mencan-
telkan kasus-kasus baru dengan kasus-kasus lama yang sebanding). 17 
Metode tersebut adalah modifikasi dari metode qryas, sebagaimana 
dikenal dalam susunan tata sumber hukum Syafi'i . Istilah ilhaq, dan bukan 
qryas, dipergunakan untuk menghindari kesan bahwa pendapat ulama 
setara dengan Al-Qur'an. 
Metode qauli tersebut adalah metode dominan yang digunakan di 
NU dan juga di organisasi-organisasi tradisionalis htinnya, seperti Perri 
(Persatuan Tarbiyah Islam). Metode itu pula yang menjadi metode umum 
di kalangan ulama Nusantara pra kemerdekaan. 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pemikiran hukum tradisionalis, sistem madzhab menjadi pilar utamanya. 
Pemikiran hukum yang berbasis madzhab tersebut memiliki karakteristik 
umum sebagai berikut: 
1. memiliki visi hukum madzhab-sentris. 
2. mengakui stratifikasi jjtihad 
3. mengakui keabsahan taklid 
4. tidak merujuk Al-Qur'an dan hadits secara langsung, kecuali 
yang telah dirujuk para ulama 
5. sumber-sumber di level bawah dipandang sebagai sumber 
yang mampu menyaring atau· merepresentasikan sumber-
sumber yang di atasnya, yang muaranya adalah Al-Qur'an dan 
hadits. 
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Sejalan. ~engan • perkembangan . zaman, metode qauli meskipun · 
~~as a masih tetap relevan dan memadai perlu. didukung dengan metode · 
manhaji, yaitu metode is/in bath dengan t.penggunakan metode USbU/ fiqh. '1 
Metode manhqji . adalah metode altematif untuk menjawab tantangan 
zaman. Metode tersebut :mulai diperkenalkan .penggunaannnya dalam 
Munas Alim Ulama di P~tlembang tanggal21 sampai 25Jwli 1995. 
. Hasil . Munas di Palembang . terse but menegaskan ·· perlunya 
berijtihad secara ma_1hqji. Munas merekomendasikan agar para kiai .NU 
yang sudah memiliki· kemampuan yang cukup untuk ber-istinbat langsung 
. dalam teks dasar. Apabila hal itu tidak. mampu dilakukan, maka ijtihad 
. jamai menjadi pilihan selanjutnya, baik melalui istinbath maupun ilhaq.18 
· Pemikiran Hukum Pembahaman 
. 9er~kan p'embahaman . Isl~m adal.ah adalah gerakan ·yang mulai 
muncul pada akhir. a bad XIX ·dan awal a bad XX. Istilah pet.pbahaman, 
untuk meriyebut gerakan terse but, telah menjadi kesepakatan akadetnis di. 
Indonesia. Elemen-elemen yang menjadi ciri uta,ma pembahaman imtara 
w~ . . 
1. · Purifikasi Islam 
2. Akomodasi !llodernitas . dan, upaya . memahami . Islam· dalam .· 
konteks modernitas 
3. Penegasan akan. sel~lu terbukanya pintu ijtihad. dan • akses 
langsung kepada Al~Qur'an dan hadits. 
Charles Kurzman memberikan · dua. ciri · gerakan pembahaman, 
yaitu ado psi sa dar terhadap nilai-nilai modern dan penggunaan wacana 
Islam secara sadar. Ciri pertama tersebut, inenurut Kurzman,terkait 
· dengan dunia modern, khususnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, 
konstitusionalisme, dan kesederajatan man usia .. Oleh karena itU, gerakan 
modern disebut j~ga dengan modernist. Sementara itu, ciri kedua adalah 
adanya keinginan untyk memelihara dan memperbaiki iman Islam di 
dunia modem.19 · · 
•l. 
Kurzman membedaka_n modernisme Islam dengan modernisme 
klasik yang cendemng sekuler dan geraka~ revivalisme (fundamen-
talisme) yang mendukung nilai-nilai modern, . tetapi · mengerdilkan 
modernitas,. dan lebih memilih otentisitas dan mandat Tuhan. Pada 
per.kembangan nantinya, modernisme Isla!ll melahirkan pula liberalisme 
Islam.20 . · · . 
. Gerakan pembahaman bukanlah sebuah fenomena yang tunggal. 
Ada·. beberap_a varian . di dalam. gerakan .. pembaharuan , modem di 
Indonesia. Apa yang dimasukkan oleh . Deliar Noer dalam bukunya 
Gerakan Modern Islam . di 1ndonesitl1 .· sebagai · kelompok-kelompok 
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pembaharu masih dapat dipetakan lagi dalam beberapa varian. Perbedaan 
yang ada di antara gerakan-gerakan pembaharuan terletak pada titik tekan 
dari elemen-elemen tersebut. Ada gerakan pembaharuan yang 
bersemangat dalam persoalan purifikasi dan memiliki kecenderungan 
Wahabisme yang kuat, tetapi kurang memberikan perhatian kepada 
modernitas dan ada pula yang mensimbiosiskan elemen purifikasi dan 
modemitas. Perbedaan tersebut dapat dilacak akamya kepada perbedaan 
karakteristik tokoh-tokoh yang dipandang sebagai gerakan pembaharu, 
khususnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. 
Muhammad Abduh diakui sebagai pembaharu pendidikan di 
Mesir lewat usahanya menghidupkan kembali studi filsafat di Universitas 
al-Azhar. Lewat majalah ai-Mannar, pengaruhnya menyebar ke berbagai 
negara Islam. Upayanya untuk mendukung rasionalitas membuatnya 
dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan Islam. Gagasan Abduh 
kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Sebagian murid Abduh ada 
yang mengembangkan gagasan modem dan rasionalnya dan ada pula 
yang bergerak ke arah puritanisme dan salafisme, sebagaimana dilakukan 
oleh Rasyid Ridha. 
Di tengah perbedaan kecenderungan di kalangan pembaharuan 
Islam tersebut, pemikiran dasar mereka mengenai hukum Islam hampir 
sama, kembali kepada al-Qur'an dan hadits dan mempergunakan ijtihad 
dengan aktif. Ciri itulah yang kemudian membedakan antara pemikiran 
hukum Islam tradisionalis dan pembaharuan, setidaknya sampai sekitar 
tahun 1990-an. Pemikiran hukum pembaharuan Islam melakukan _by-pass 
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PETA PEMJKIRAN HUKUM ISLAM 
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Muhammadiyah dan Persis adalah dua representasi pemikiran 
hukum Islam di kalangan pembaharuan. Kedua organisasi tersebut 
mewakili gerakan pembaharuan yang mensimbiosiskan modernisme 
dengan puritanisme dan gerakan pembaharuan yang lebih menekankan 
unsur puritanisme. 
Think thank pengembangan pemikiran hukum di Muhammadiyah 
terletak di tangan Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dibentuk dan disahkan 
pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Y ogyakarta. Majelis 
Tarjih semula adalah lembaga yang berfungsi untuk membahas dan 
memutuskan permasalahan agama yang diperselisihkan dengan meng-
ambil pendapat yang kuat.22 Pada perkembangannya, Majelis Tarjih 
menangani persoalan keagamaan secara luas sehingga namanya pun 
mengalami beberapa modifikasi sesuai orientasi yang ingin dicapai pada 
setiap period~ . 
Ada beberapa dasar yang melandasi manhqj Majelis Tarjih dalam 
memecahkan persoalan hukum. Beberapa pokok manhqj yang diikuti oleh 
Majelis Tarjih antara lain adalah sebagai berikue3 
1. Dalam beristinbath, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan 
sunnah. Ijtihad atau istinbath atas dasar i/lah terhadap hal-hal yang 
tidak terdapat di dalam nash dapat dilakukan sepanjang tidak 
menyangkut bidang ta'abbudi. 
2. Dalam memutuskan keputusan dilakukan secara musyawarah 
(jjtihad jama't) 
3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat 
imam-imam madzhab dapat menjadi pertimbangan sepanjang 
sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan sunnah 
4. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa 
hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar 
5. Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar keputusan 
6. Terhadap dalil-dalil yang tampak mengandung ta'arud 
(pertentangan), digunakan ca:ra al~jam' wa al-tawfiq. Jika tidak bisa, 
barulah ditarjih. 
7. Menggunakan as as al-sadd al-dzarai' untuk menghindari fitnah dan 
majsadah. 
8. Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami Al-Qur'an dan 
sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syariat 
9. Dalam hal-hal yang termasuk dalam al-umur al-dunyawiyah, yang 
tidak termasuk tugas Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan 
untuk tercapainya kemaslahatan umat. 
Sementara itu, untuk melakukan ijtihad dalam rangka istinbath al-
ahkam, Majelis Tarjih mempergunakan riga macam ijtihad, yaitu ijtihad 
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bayani, ijtihad qiJasi, dan ijtihad istislahi. Ketiga ragam ijtihad tersebut 
didasarkan atas dua sumber pokok, yaitu Al-Qur'an dan hadits yang 
maqbul. Ketiga macam ijtihad tersebut meliputi ijtihad terhadap nash yang 
m~jmal (global), menyeberangkan hukum yang telah ada nashnya kepada 
maslah baru yang belum ada hukumnya, dan ytihad terhadap persoalan-
persoalan yang tidak tidak ditunjuk oleh nash.24 
Upaya untuk melakukan yfihad secara langsung tersebut 
menjadikan pemahaman mengenai Al-Qur'an dan hadits sebagai sebuah 
keniscayaan. Dalam menghadapi berbagai persoalan, Majelis Tarjih 
mencoba membaca kembali Al-Qur'an dan hadits serta mencari titik 
tem~ dari berbagai perbedaan pendapat yang timbul di antara anggota-
anggotanya. Karena yiihad jama'i yang digunakan, kesepakatan anggota 
dan perwakilan daerah atau wilayah menjadi tumpuannya. Sebuah 
keputus~n hukum dihasilkan melalui mufakat semua peserta ijtihad. 
Apabila terjadi perbedaan pendapat, sebuah masalah akan elitunda 
keputusannya sampai terjaeli kesepakatan pendapat eli kalangan para 
peserta ijtihad. 
Secara konvensional, tafsir Al-Qur'an dan takhrij hadits menjaeli 
pilar ytihad Majelis Tarjih. Takhrfj haelits menempati posisi sentral karena 
haelits yang maqbul menjaeli sumber yfihad. Karena itu, seorang ahli haelits 
menduduki posisi penting dalam ijtihad Majelis Tarjih. Penentuan 
kesahihan haelits merupakan prasyarat bagi pemahaman sebuah 
permasalahan selanjutnya. Karena itu, sejak awal klasifikasi haelits 
menjaeli perhatian Majelis Tarjih. Pembahasan ushul fiqh dalam 
Himpunan Putusan Tarjih (HPT), yang ditanfizkan pada tahun 1967, 
hanya memberikan penjelasan mengenai keabsahan penggunaan haelits 
mauquj, haelits mursal, haelits dlaif yang memiliki ban yak jalur,jarh wa ta'dil, 
riwayat orang yang suka melakukan tad/is, pendapat sahabat atas lafal 
mu.rytarak, dan penafsiran sahabat atas lafal-lafal/ahir.25 
Pada mulanya, ytihad yang masuk dalam epistemologi bayani, 
termasuk qiJasi dan istislahi, eliparidang memadai. Akan tetapi, pada 
perkembangannya, dan atas pengaruh pemikiran kontemporer, mulai 
pembicaran mengenai pengembangan epistemologi, yaitu epistemologi 
burhani dan irfani, sebagaimana diintrodusir oleh al-Jabiri.26 Munas Majelis 
Tarjih eli Padang tahun 2003 membicarakan persoalan epistemologis 
tersebut. Dua epistemologi, yaitu bayani dan burhani dapat eliterima, tetapi 
epistemologi irfani masih eliperdebatkan oleh utusan-utusan Majelis 
Tarjih Wilayah. Karena itu, persoalan epistemologi, khususnya irfani, 
masih elitunda sampai ada kesepakatan dalam Munas-Munas selanjutnya. 
Pengembangan metodologis dalam ber-ijtihad di Majelis Tarjih 
dilakukan dengan mengakomodasi pemikiran-pemikiran kontemporer. 
Persoalan pendekatan mulai mendapatkan perhatian dari Majelis Tarjih. 
PETA PEMJKJRAN HUKUM ISLAM 
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Ketik:i .Majelis Tarjih berubah nama. menjadi Majelis . Tarjih dan 
· · Pengembangan; Pemikiran Islam, beberapa pendekatan kontemporer 
·. masuk. sebagai p~ndekatan dalam berijtihad; antara lain . pendekatan 
sejarah (tarikhtva~, sosiologi, antropologi, dan hermeneutik.27 . 
. .. . . .. Selain Muhammadiyah, . Persis (Persatuan . Islam)" adalah 
organisasi keagamaan pembaharu yang juga merepresentasikan pemikiran 
· hukum pembaharuan. Ahmad Hasan adalah tokoh legendaris Persis yang 
· pemikirannya .. ban yak mewarnai Persis. Penlikiran Ahmad Hasan telah 
·· dikaji secara baik oleh Akh. Minhaji dalam disertasinya Ahmad Hasan and 
Islamk Lega/.Rejo17l1 in Indonesia (1887-1958P8 Dalam disertasi tersebut 
. Minhaji berkesimpulan bahwa gerakan pembaharuan Ahmad Ha.san telah 
memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk membangun: taianan 
masyarakat baru yang didasarkan atas kesederajatan kaum beriman. 
ljtihad, ~enurut Hasan, terbuka kepada siapa saja, tidak hanya untuk elit. 
· Kualifikasi ijtihad yang disetujui oleh Ahmad Hasan adalah kemampuan 
yang diperoleh seseorang melalui usahanya agar ia memperoleh derajat 
mujtahid. 29 . . . · 
Ahmad Hasan mengkritik penerapan.ushu/fiqh yang ia 'pandang 
· kurang : tepat. · Ushu/ fiqh sebagaimana dipraktekkan oleh , Muslim 
Inqonesia mengalami penyimpangan yang. membuat umat. Islam tidak 
menyanda~kan perilakunya, kepada dua sumber utama 'Islam, tetapi 
justru kepada opini · para pemimpin · agama. Gagasan Hasan . terse but 
membuatnya terlibat dalam polemik-polemik dengan . berbagai . pihak, 
baikdari wakil-wakil tradisionalis maupun d~i kalangan Arab. 
Perbedaan Ahmad. Hasan dengan para oposan, menurut ~nhaji 
terletak pada. cara memandang tertib sumber hukum. Kedua helah pihak 
~enerima keabsahan Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan· qiyas. Akan tetapi, 
.bagi Hasan, dua suniber pertama mendahului dan menjadi alat penilai 
sumber~sumber yang lain. Sementara itU; bagi lawan polemiknya sumber-
sumber yang . berada · di level bawah menjadi penentU pemahaman 
sumber~sumber yang di atasnya.3Q .· .. . . . . , 
Gagasandasar dari pemikiran hukum pembaharu dapat.diringkas 
. sebagai berikut: · 
1. visi hukum egaliter dan non madzhab 
2. tidak mengakui stratifikasi ijtihad 
3. tidak mengakui keabsahan laklid :: •· 
4. merujukAl-Qur'an dan haditssecara langsung 
5.. sumber-sumber di level atas · dipandang sebagai otoritas yang 
digunakan untuk menilai · keabsahan sumber-sumber di 
bawahnya . 
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Pemikiran Hukum Islam Kontemporer 
Pada pertengahan tahun 1940-an benih gagasan untuk 
mengembangkan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Hasbi ash-
Shiddiqiey melontarkan gagasan mengenai fiqih yang lebih sesuai dengan 
konteks keindonesiaan. Hasbi memiliki gagasan agar fiqh disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga fiqh tidak dianggap 
sebagai barang asing. Gagasan Hasbi tersebut muncul antara lain sebagai 
respon atas kritik Soekarno terhadap Islam yang ada saat itu sebagai 
paham yang kolot.31 
Bola salju dari gagasan Hasbi tersebut membutuhkan waktu lama 
untuk memperoleh momentum. Sekitar tahun 1970-an gagasan mengenai 
fiqh keindonesiaan mendapatkan peluang berkembang sejalan dengan 
arah kebijakan Pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada 
pembangunan ekonomi, dengan mengkooptasi pembangunan politik. 
Beberapa kebijakan Orde Baru secara langsung menyentuh wilayah 
keagamaan, terutama adalah kebijakan mengenai asas tunggal. 32 
Kebijakan Orde Baru tersebut menimbulkan tiga tren sikap dan 
pemikiran di kalangan umat Islam. Ketiga tren tersebut menjadi ciri khas 
pemikiran Islam kontemporer, khususnya pada masa akhir Orde Baru 
dan era Reformasi. Ketiga tren tersebut antara lain: 
1. Tren untuk melakukan penyesuaian diri, baik dengan menerima 
asas tunggal maupun dengan mengikuti beberapa agenda 
pemerintah. Tren tersebut di kemudian . hari membentuk 
kelompok Islam moderat, yang di antaranya diwakili ol~h NU 
dan Muhammadiyah. 
2. Tren untuk mencari gerakan alternatif berbasis ideologi Islam 
yang melahirkan gerakan-gerakan usrah di kalangan mahasiswa 
kampus-kampus umum.33 Gerakan-gerakan usrah tersebut pada 
era reformasi tampil ke publik, di antaranya dalam bentuk Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS). 34 
3. Munculnya wacana pemba:haruan dan penyegaran pemikiran 
Islam yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. Lontaran 
tentang penyegaran Islam yang disampaikan Nurcholish Madjid 
pada tahun 1970 dipandang sebagai titik tolak munculnya 
liberalisme Islam di Indonesia. 35 
Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat dua 
kecenderungan dalam menyikapi pengembangan hukum Islam. Pertama 
adalah kecenderungan eklektis, yaitu dengan mempergunakan perangkat 
pemikiran hukum konvensional (ushul fiqh) dengan melakukan perubahan 
dan penyesuaian dengan tuntutan problem-problem kontemporer. Kedua 
adalah kecenderungan liberalisasi hukum Islam melalui lompatan 
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. metodologis. dengan inemanfa~tkan kacya-ka!ya pemikiran>huk~ 
• ~ontemporer, seperti double movement Fazlur Rahman,. teori naskh 
!vfahmoud .. Mohammed Taha, · nadzariyah al-htidud ·Moham1ned• __ Sya~rilr, 
.. atau bahkan _dengan mempergunakan model pembacaan dekon~truksi 
· .. terhadap teks~teks keagamaan. ·· · · 
· · · · · Pemikiran hukum Islam kontemporer memang bukan fenomena 
·yang· tunggal dan seragam. Terdapat banyak varian dalam pemikiran 
hukum · kontemporer · terse but. Setidaknya .. bisa dicatat .. bahwa 
kecenderungan . eklektis dalam hukurri · Islam • i:nasih mempergunakan 
. model peinikiran hukum Islam klasik, khususnya dalam ushul fiqh-nya, 
tetapi dengan·melakukari.pembacaan kreatif terhadap pemikiran hukuin 
. yang , ada. Semen tara itu, kecenderungan liberal dalain hukum Islam 
. ban yak dipengaruhi oleh hermeneutika sehingga melahirkan fen omena 
hermen~utisme. ' , 
Kecenderungan-Eklektis · ·· · 
Kecenderungan eklektis adalah keceriderungan · hukum Islam 
kontemporer yang mencoba meramu an tara. pendekatim 'kiasik dengan 
modern, an tara tekstt1alitas- dan kontekstualitas: ·Kecenderungan · eklektis 
sudah mulai memberikan perhatian besar kepada persoalan maslahat dan 
keadilan; Jadi, pemikiran hukum kelompok eklektis ini mericoba untuk 
mencari nilai dasar syariat Islam untuk menjawab tantangan Zaman. 
Namun ·demikian, secara metodologis · kelompok ini masih beluin 
beranjak jauh dari pemikiran huki.un Jslarri klasik .. Lontaran:.lontaran 
yang 'muncul terkait dengan metodologi lebih ·. bersifat parsial; sebagai 
tambal_ sulam terhadap celah yang ditemui dalam ushul fiqh klasik. 
. .. Kecenderungan eklektis ini · muncul muiai tahun 1970-an. 
Sebagian besar .. tokoh ·yang dikaji oleh · Mahsun · Fuad dalam · bukunya 
Hukuhi Islam Indonesia, daii. Nalar Partisipaforis · hingga E'mansi/;at~iis dapat 
dikategorikan sebagai kelompok dengan kecenderungan eklektis, yakni 
Hasbi Ash-Shiddiqie, Hazairin, MunaWwir Syadzali, AliYafie, dan Sahal 
Mahfudz. · · · · 
· , ·; Munawwir Syadzali-adalah salahsatU contoh tokoh nasional yang. 
memilikLperhatian besar dalam pengerribarigan hukum Islam :melalui 
kontekstu~lisasi hukum Islam dengan menekankan kepaoa nilai dasar 
Islam ten tang kemaslahatan dengan · keadilan bagi umat man usia, namun 
dengan pola ijtihad konvensionaL Ia dikenal dengan gagasan reaktualisasi 
hukum Islam. Gagasari merigenai reaktualisasi tersebut . dapat dibaca 
dalam kutipan berikut: · . . , , · :: · 1 • • • . • : · • 
, , · '.'. ~ .... .'.Seperti . kita 'ketahui; wahyu-wahyu,· khustisnya yang 
mengenai kemasyarakatan, biasanya · diterima oleh. Nabi :sebagai 
tanggapan dan atau petunjuk dalam menghadapi' rriasalah atau 
ALQALAM 14 Vol. 26 No.1 Qanuari-April2009) 
situasi yang timbul pada waktu itu. Dengan demikian, mau tidak 
mau konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut relevan 
dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan 
intelektual masyarakat pada waktu itu. Dengan lain perkataan, di 
sana berperan unsur waktu, rua.ng, dan latar belakang sejarah dan 
kebudayaan. 
Oleh karenanya, menurut hemat saya, Islam adalah suatu agama 
yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai universal dan abadi yang 
dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung 
kebhinekaan yang merupakan ciri khas kehidupan umat manusia 
dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan 
kemajuan. "36 
l)engan asumsi demikian, Munawwir berkesimpulan bahwa 
banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung petunjuk-petunjuk yang tidak 
relevan lagi dengan tahap perkembangan peradaban saat ini. Ia secara 
khusus memberikan perhatian terhadap poligami dan kedud.ukan wanita, 
perbudakan, bunga bank, hukum waris. 37 Ia juga mengutip pendapat 
Abduh untuk berhati-hati dalam mempergunakan kitab tafsir karena 
buku-buku tafsir ditulis .dalam alam atau tingkat intelektual yang belum 
.tentu sama dengan alam sekarang. Munawwir juga mengingatkan bahwa 
perujukan Al-Qur'an secara tekstual, tanpa memperhatikan kondisi dan 
latar belakang suatu ayat.38 
Secara umum, gagasan Munawwir Syadzali mengenai reaktualisasi 
hukum Islam dapat diringkas sebagai berikut: 
1. pintu ijtihad selalu terbuka 
2. terdapat nasakh dalam Al-Qur'an dan hadits 
3. hukum Islam bersifat dinamis dan elastis 
4. kemaslahatan dan keadilan menjadi tujuan syariat 
5. keadilan adalah dasar kemaslahatan39 
Akan tetapi, meskipun mendorong penggunaan nalar, utamanya 
secara kolektif, Munawwir tetap mengkhawatirkan terjadinya anarkhi 
dalam berpikir. Ia menegaskan dua hal, yakni bahwa persoalan ijtihad 
adalah wewenang orang yang memiliki persyaratan untuk melakukannya; 
·bahwa penafsiran dan ijtihad hendaknya dilakukan secara kolektif.40 
Kalau seseorang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, ia 
menyarankan agar mengikuti pendapat mujtahid, termasuk imam 
madzhab. Dengan demikian, Munawir menerirna taklid bagi orang-orang 
yang tidak merniliki kemampuan berijtihad. 
PETA PEMJKIRAN HUKUM ISLAM 
DI INDONESIA 
15 AHWAN FANANI 
j• 
Kecenderungan Liberal Hukum Islam 
Kecenderungan liberal hukum Islam dapat elipandang sebagai 
upaya secara metodologis untuk menafsirkan ajaran hukum Islam agar 
sesuai dengan perkembangan kontemporer, khususnya Hak Asasi 
Manusia, demokrasi, kesetaraan gender, dan pluralisme agama. Secara 
umum kecenderungan liberal hukum Islam terkait dengan gerakan 
liberalisme Islam eli Indonesia. Liberalisme Islam memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1. Orientasi kepada substansi ajaran Islam 
2. Hermeneutika sebagai pijak-landas metodologi, eli sampmg 
penggunaan analisis bahasa post-strukturalis, termasuk 
dekonstruksi, dan penggunaan berbagai pendekatan modern, 
seperti psikologi, historis, sosiologis, maupun kebudayaan. 
3 . . Pandangan relativis dalam arti bahwa ajaran Islam kontekstual 
dan sesuai dengan perubahan zaman. Tidak ada penafsiran baku 
terhadap ayat Al-Qur'an maupun haelits. 
4. Penolakan terhadap formalisme keberagamaan yang 
berorientasi kepada simbol-simbol keberagamaan. 
5. Pemisahan politik dengan institusi agama 
Fenomena kecenderungan liberal ini menjaelikan fikih tidak lagi 
seketat sebagaimana pandangan tradisionalis, atau bahkan pembaharu. 
Pembacaan fikih seringkali elilihat sebagai sebuah pembacaan yang 
bersifat moral, bukan pencarian sebuah hukum positif. Karena itu karya-
karya fikih ini lebih bersifat fleksibel. Penggunaan term fikih seneliri 
terkadang elikembalikan sebagaimana pemahaman Abu Hanifah yang 
memasukkan dalam fikihnya persoalan yang juga bersifat teologis. 
Buku Fikih Lintas Agama: M embangun Masyarakat lnklusif-Piuralil 1 
adalah contoh fiqh yang bersifat fleksibel tersebut: Buku tersebut berisi 
tulisan beberapa penulis yang elikenal sebagai pendukung liberalisme 
Isl_am, seperti Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komarudelin 
Hidayat, Masdar F. Masudi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy 
Munawar-Rachman, Ahmad Gaus AF, dan Mun'im Sirry. 
Tema-tema eli dalamnya merupakan penjabaran teologi inklusif 
dan pluralis ke dalam fikih yang pluralis. Isu-isu seperti pemaknaan 
kembali ahlul kitab, ahlu d!\}mmah, dan jizyah; menghadiri perayaan hari 
·besar agama lain; mengucapkan selamat natal dan ucapan hari raya 
kepada agama lain; mengizinkan penganut agama lain masuk masjid; doa 
bersama; pernikahan antaragama; kewarisan antaragama; dan 
kontekstualisasi syariah menjaeli tema-tema kajian dalam buku tersebut. 
Kebaharuan dalam tulisan tersebut dapat dilihat dari metode dan 
muatan pembahasannya. Penggunaan hermeneutika, 'dekonstruksi, dan 
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pendekatan ilmu-ilmu sosial-humaniora menjadi ciri yang membeda-
kannya dengan pemikiran hukum Islam klasik. Gagasan dasar dari 
kecenderungan liberal hampir sama dengan kecenderungan eklektis, 
tetapi dalam kecenderungan liberal terdapat nilai-nilai relativisme. 
Relativisme itulah yang menjadi ciri perkembangan pemikiran di era 
postmodernisme. Tren relativisme tersebut dapat dibaca pemetaannya 
dalam Ernest Gellner Postmodernisme, Reason, and Religion.42 
Penutup 
Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia pada pra 
dan pasca kemerdekaan telah mengalami dinamika yang patut 
mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Perkembangan dalam 
pemikiran hukum Islam tersebut tidak lepas dari dua faktor. Faktor 
pertam~ adalah perkembangan pernikiran di dunia Islam akibat 
munculnya isu-isu intemasional, seperti HAM, kesetaraan gender, 
pluralisme, dan demokrasi. Faktor kedua adalah persinggungan para 
intelektual Islam Indonesia dengan intelektual Islam di berbagai belahan 
dunia. Jaringan intelektual tersebut terbukti semenjak lama menjadi titik 
hubung antara perkembangan Islam di Nusantara dengan perkembangan 
Islam di dunia Islam lainnya. 
Ketiga ragam pernikiran hukum Islam di atas, yaitu tradisionalis, 
pembaharu, dan kontemporer merepresentasikan respon-respon umat 
Islam terhadap warisan intelektual Islam, modernitas, dan globalisasi. 
Ketiga ragam tersebut menjadikan pemikiran hukum Islam di Indonesia 
bukan sebuah fenomena yang statis dan monolitis, melainkan fenomena 
yang dinamis dan kreatif. Hal itu merupakan kekayaan bagi pernikiran 
hukum di Indonesia dan sebagai altematif dalam melihat Islam di 
Indonesia. 
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NO TRADISIONALIS PEMBAHARU KONTEMPORER EKLEKTIS LIBERAL 
1 memililci visi hukum visi hukum egaliter meramu antara Orienlllsi kepada substansi 
madzhab-sentris. dan nonmadzhab pcndekatan kbsilc dengan ajaran Islam 
modem 
2 mengakui stratifikasi tidak mengakui Kombinasi teksrualitas Penggunaan 
ijtibad stratiflkasi ijtibad dan kontcksrualitas Hermeneutika sebagai 




3 mengakui keabsahan tidak mengakui mulai memberikan Pandangan rclativis. 
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4 tidak merujuk AI- Merujuk AI-Qur'an metodologi bersifat Penolakan terhadap 
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sumber-sumber yang di sumber-sumber di 
alllsnya, yang muaranya bawahnya. 
adalah AI-Qur'an dan 
had its. 
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